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Abstract

In Indonesia's economy, one of the fields is quite prominent is the trade sector. It has three main activities, namely the economic system of production, distribution and consumption. One way of distributing the expanding business internationally is through licensing, as an alternative attempt to get closer to consumers in a country as well as to reduce the impact of transport costs high export, as well as the risk of loss of product from the market as a result of transportation risks and embargo which may done politically.

Freedom of contract would only result in maximum benefit when there is an unfair distribution of wealth it or is not satisfactory, then the exchange generated by the agreement will reflect the injustice and discontent. Important qualification of the progress of freedom of contract to produce a satisfactory distribution was almost completely been ignored by the classical economists are rarely questioned about inequality in society. The use of goods produced in Negeri.Sebagai suppliers or the Franchise thus get boost and develop small and medium enterprises in Samarinda.
Abstrak

Dalam perekonomian Indonesia, salah satu bidang yang cukup menonjol adalah bidang perdagangan. Hal tersebut memiliki tiga kegiatan pokok sistem perekonomian yaitu Produksi,  Distribusi dan Konsumsi. Salah satu cara pendistribusian dalam mengembang usaha secara internasional adalah melalui pemberian lisensi, sebagai Alternatif upaya untuk lebih mendekatkan diri pada konsumen di Negara tujuan serta untuk mengurangi dampak biaya transportasi ekspor yang tinggi, serta resiko hilangnya produk dari pasaran sebagai akibat resiko transportasi dan embargo yang mungkin dilakukan secara politis.

Kebebasan berkontrak hanya akan menghasilkan manfaat yang maksimum bila terdapat distribusi kesejahteraan itu tidak adil atau tidak memuaskan, maka penukaran yang dihasilkan oleh perjanjian akan mencerminkan ketidakadilan  dan ketidakpuasan. Kualifikasi yang penting dari kemajuan kebebasan berkontrak untuk menghasilkan suatu distribusi yang memuaskan itu hampir sama sekali telah diabaikan oleh para ekonom klasik yang jarang mempersoalkan tentang tidak adanya pemerataan didalam masyarakat. Penggunaan barang hasil produksi dalam Negeri.Sebagai pemasok ataupun pihak Franchise sehingga dapatkan meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah di Samarinda.
PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Indonesia mengalami keterpurukan khususnya di bidang Ekonomi. Recovery  kegiatan Perekonomian Nasional dalam era reformasi dewasa ini merupakan suatu tantangan berat. Perekonomian yang tumbuh sebesar rata-rata 3% s/d 4 % pertahun setelah merosot secara drastis hampir 14 persen pada tahun 1998 tidak memadai untuk menyerap pengangguran tenaga kerja dan meningkatkan kemakmuran ekonomi rakyat.

Pada saat Indonesia memasuki era globalisasi yang sekarang sudah mulai memasuki Asean Free Trade Area (AFTA). Kiranya Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang menjadi tujuan sasaran dari Negara-negara lain dalam menanamkan investasinya dibidang ekonomi.
Dalam perekonomian Indonesia, salah satu bidang yang cukup menonjol adalah bidang perdagangan. Hal tersebut memiliki tiga kegiatan pokok sistem perekonomian yaitu Produksi,  Distribusi dan Konsumsi. Salah satu cara pendistribusian dalam mengembang usaha secara internasional adalah melalui pemberian lisensi, sebagai Alternatif upaya untuk lebih mendekatkan diri pada konsumen di Negara tujuan serta untuk mengurangi dampak biaya transportasi ekspor yang tinggi, serta resiko hilangnya produk dari pasaran sebagai akibat resiko transportasi dan embargo yang mungkin dilakukan secara politis.

Lisensi merupakan  suatu bentuk pemberian hak yang sementara dapat bersifat ekslusif maupun bersifat non – ekslusif. Pemberian hak ini kemudian dirasakan tidak cukup, jika pemberi Lisensi bermaksud untuk melakukan “penyegaran total” yang tidak hanya dalam bentuk hak, tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala dan setiap perintah yang dikeluarkan termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang diberikan lisensi tersebut.

Untuk itu, maka mulailah dikembangkan Franchise.Franchise  dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan kata Franchise yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 16 tahun 1997 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 259/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Franchise.
Bisnis franchise merupakan Bisnis pemasaran atau distribusi produk yang melibatkan dua pihak yang berjanji, dalam hal ini pihak pemberi ​​​​​​​​​Franchise/Franchisee disebut sebagai franchisor, sedangkan pihak yang menerima Franchise/Franchisee disebut sebagai Franchisee. Sistem ini mengandalkan pada kemampuan mitra usaha. Dalam hal perjanjian kedudukan antara dua pihak tidak selalu seimbang, kedudukan pengusaha franchisor (pemberi franchise) dapat lebih kuat daripada Franchisee (penerima franchise). Pihak Franchise mungkin saja pengusaha dari kelas menengah maupun kecil, yang mencari upaya jalur alternatif menginvestasikan dananya dibidang usaha franchising tersebut dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya. Sebaliknya bila pengusaha franchisor berhadapan dengan pihak Franchisee yang konglomerat maka kedudukan pengusaha franchisor dapat lemah. Sehingga dalam pembuatan perjanjian, isi atau klausula dapat berat sebelah yaitu dalam hal lebih banyak melindungi kepentingan yang kuat.

Pada perkembangan Asas kebebasan Berkontrak Dr. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat:
Asas kebebasan berkontrak dapat menciptakan suatu ketidakadilan.  Karena pada prinsipnya adalah mendatangkan kesejahteran seoptimal mungkin. Dalam kenyataanya tidak selalu para pihak memiliki bargaining position yang seimbang sehingga Negara menganggap perlu untuk campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.

Pengaturan perjanjian franchising atau franchise tersebut tidak lepas dari hukum yang mana terdiri dari lisensi paten, merek dagang, hak cipta, desain produk, industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang.
Dengan terkaitnya Indonesia pada Perjanjian Internasional dari HAKI,maka menimbulkan kebutuhan akan perangkat hukum atau nilai-nilai budaya baru yang relevan dengan perkembangan masyarakat. Pengembangan industri yang ditopang dengan penerapan tekhnologi maju, bukan hanya menghasilkan barang-barang kebutuhan hidup secara massal dan beraneka ragam melainkan juga telah merangsang perkembangan masyarakat agraris ke arah masyarakat industri.

Dalam praktek penggunaan HAKI khususnya pada perjanjian lisensi maupun Franchise yang berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diakui dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, memiliki keterkaitan dalam hal praktik monopoli. HAKI memberikan hak monopoli pada seorang penemu untuk mengusahakan tekhnologi hasil penemuannya tersebut, serta berhak untuk mencegah orang lain menggunakan atau mengakses tekhnologi tersebut tanpa seizinnya.

Dalam hal ini juga seorang penemu atau pencipta dibidang HAKI yang memiliki hak ekslusif untuk melakukan segala sesuatu karyanya, dapat menetapkan harga yang tinggi untuk produk yang dia ciptakan sekaligus dalam mendapatkan keuntungan.

Bila kita melihat pasal-pasal dalam undang-undang anti monopoli maka tidak ada larangan suatu perusahaan untuk berkembang menjadi besar,Khususnya yang berkaitan dengan lisensi maupun franchise/franchice dibidang HAKI.

Dalam Undang-undang Nomor : 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga diatur mengenai pengecualian dari hukum persaingan yaitu perjanjian yang berkaitan dengan HAKI salah satunya adalah perjanjian lisensi. Maka dalam hal ini perjanjian lisensi dipersamakan dengan perjanjian Franchise. Tentu saja hal ini mengundang pertanyaan, sejauh mana batasan-batasan tersebut memiliki dampak terhadap pelaksanaan perjanjian Franchise yang berasakan kebebasaan berkontrak.

Di beberapa Negara seperti Amerika dan Eropa, Otoritas yang berwenang untuk menilai perjanjian lisensi HAKI adalah Competition Policy Authoritis dan menurut survey yang diadakan oleh Organization for Economic Coorperation and Development (OECD).

Putusan-putusan yang dibuat oleh Otoritas ini berpengaruh terhadap praktek-praktek bisnis yang berkaitan dengan HAKI, sebagai contoh USA jarang ditemukan perjanjian lisensi mengandung klausula yang dimaksudkan untuk price fixing, quantity restriction, exlusivity dan tie – in karena anti trust authorities melarang hal-hal tersebut.

Tidak ada kebebasan berkontrak yang Mutlak, Negara dapat saja mengatur dengan melarang klausul-klausul dalam suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat.

Perkembangan Franchise diIndonesia membawa suatu terobosan baru dibidang perdagangan, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya berdampak positif karena dari banyak bermunculan perusahaan Franchise atau franchise yang baru juga banyak pula yang tutup atau bangkrut. Hal tersebut dapat disebabkan banyak faktor.
Kebanyakan dari perusahaan Franchise atau franchise yang ada di Indonesia masih di dominasi oleh perusahaan Franchise asing. Berdasarkan data yang dikemukakan Asosiasi Franchise Indonesia, dari seluruh perusahaan Franchise di Indonesia yang berjumlah sekitar 290 hanya 47 perusahaan Franchise yang lokal. Selain itu jumlah perusahaan Franchise yang berkisar 290 tersebut mengalami penyusutan menjadi sekitar 250 perusahaan.

Usaha Franchise di Indonesia khususnya Nasional masih tertinggal jauh dibandingkan Franchise asing, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat antara perusahaan yang sejenis didalam Negeri. Yang lebih parah adalah semakin meningkatnya impor barang konsumsi dan mengalirnya devisa keluar Negeri untuk pembayaran fee dan royalti.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, tertarik penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam tentang perjanjian Franchise di Indonesia dengan mengambil judul “PERANAN PEMERINTAHDALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN FRANCHICE BENTUK USAHA ALFAMIDI  DI SAMARINDA”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian Franchise Bentuk Usaha Alfamidi  yang terjadi di Indonesia.
2. Bagaimanakah peranan Pemerintah dalam hal menanggapi asas kebebasan berkontrak terhadap Perjanjian Franchise yang terjadi di Indonesia dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang ada.

3. Bagaimanakah Berakhirnya Perjanjian Anjak Piutang yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 613 KUHPerdata.

4. Dampak yang terjadi akibat berkembangnya bentuk usaha Alfamidi di Samarinda dan kebijakan Pemerintah menghadapi persaingan usaha Alfamidi tersebut.
A. Pada tanggal 31 Oktober 2013 pukul 10.45 Wita di depan Kantor Walikota Samarinda Jln.  Kusuma Bangsa Kec. Samarinda Kota telah berkumpul massa ± 100 orang dari Pedagang Pasar Tradisional yang mendukung pertemuan rapat koordinasi harmonisasi keberadaan Alfamidi dan sejenisnya yang harganya lebih murah.
Pada pukul 11.45 Wita di Ruang Rapat Utama Kantor Walikota Samarinda telah berlangsung acara Rapat Kordinasi Harmonisasi keberadaan Alfamidi dan sejenisnya di kota Samarinda yang dihadiri tamu undangan ± 100 orang.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain :

1. Bpk. Nusyirwan Ismail Wawali Kota Samarinda

2. Kombes Pol. Antonius Wisnu Kapolresta Samarinda

3. Bpk. Sarkowi. Alwi Anggota KKPU RI Pusat

4. Kajari Kota Samarinda

5. H. Samri anggota DPRD Samarinda

6. H. Syamsudin Anggota DPRD Samarinda

7. Bpk. Wahyono Disnaker Kota Samarinda

8. H. Darham Disperindagkop Samarinda

9. Sdr. Ade Ismail perwakilan pihak Indomaret

10. Sdr. Mulyadi Forum Persatuan Saudagar

11. Sdr. Suwardi Forum Persatuan Saudagar

12. Sdr. Sulaimain Forum Persatuan Saudagar

Adapun hasil pertemuan tersebut adalah :

1. Bahwa Pemerintah Kota akan mengutamakan dalam waktu dekat membuat Perda Perjanjian tentang pendirian Alfamidi, Indomaret dan sejenisnya.

2. Apa bila ada praktek-praktek yang disinyalir/diduga bertentangan dengan UU Anti Monopoli silahkan dilaporkan ke KKPU dan disertai dengan bukti-bukti yang nyata dan akan dicek di lapangan oleh KKPU.

3. Selama proses perjanjian belum selesai diharapkan semua pihak untuk menghormati peraturan yang sudah ada.

4. Tidak ada tindakan yang merugikan ke dua belah pihak selama menunggu hasil dari investigasi dilapangan.

Pada pukul 14.00 Wita pertemuan selesai dan hasil rapat disampaikan oleh Sdr. H Mulyadi kepada massa. 
Pada pukul 14.15 Wita massa membubarkan diri, situasi aman dan terkendali.

B. Pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 pukul 09.00 Wita di lapangan Parkir Gor Segiri Samarinda Jln. Kesuma Bangsa Kel. Bugis Kec. Samarinda Kota terkait rencana aksi Unjuk Rasa oleh Forum Persatuan Saudagar (FPS) dalam rangka penutupan swalayan modern diantaranya Alfamidi dan sejenisnya, para simpatisan FPS yang berjumlah ± 300 orang dengan Koorlap H. Mulyadi SH, telah berkumpul di titik kumpul lapangan Parkir Gor Segiri.
Tuntutan pengunras sebagai berikut :

1. Menolak keberadaan Indomaret, Alfamidi, Eramart dan sejenisnya yang tidak ada ijinnya dari Pemkot Samarinda

2. Meminta pertanggung jawaban kepada Pemkot Samarinda untuk bertindak tegas kepada pihak Indomaret, Alfamidi, Eramart dan sejenisnya yang tanpa ijin.

3. Meminta kepada Walikota Samarinda kalau cinta kepada rakyat pedagang kecil agar kepala perizinan dan kepala Satpol PP supaya mundur karena adanya indikasi yang selalu membiarkan kepada kaum pengusaha Indomaret, Alfamidi, Eramart dan sejenisnya tanpa ijin.  

Pada pukul 10.5 Wita Masa Frum Persatuan Saudagar bergek menuju kebeberapa tempat Indomater, Alfamidi, Eramart dan sejenisnya yang rencananya akan melakukan penyegelan/penutupan secara paksa, Pada pukul 10.45 Wita massa yang berjumlah ± 300 orang tiba di Jln. DI. Panjaitan Kec. Samarinda Utara depan Polsek Samarinda Utara langsung melakukan penyegelan dengan cara mengunci pintu Indomaret dengan gembook. Pada pukul 10.15 Wita massa bergerak menuju Indomaret Jln. PM. Noor  Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara, Pada pukul 11.15 Wita massa tiba langsung melakukkan pertemuan dengan menegemen pihak Indomaret meminta waktu satu minggu untuk menutup sendiri Indomaret tersebut. Pada pukul 12.00 Wita massa Forum Persatuan Saudagar menuju Rumah Dinas Walikota Samarinda Jln. S.Parman Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu, Pada pukul 12.10 Wita tiba dirumah dinas Walikota Samarinda dan menurut hal yang sama kepada Walikota Samarinda karena pengunras merasa tidak ditemui sehingga massa langsung menuju ke kantor Walikota Samarida, Pada pukul 13.15 Wita perwakilan pengunras diterima oleh Asisten II Pemkot Samarinda Bpk. Suko Sunawar, di ruang kerja lantai 4 Pemkot Samarinda.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. H. Mulyadi S.H Korlap FPS

2. Sdr. Sulaiman

3. Sdr. Andi Yusuf

4. H. Hermansyah

5. Sdr. Sakijo

6. Sdr. Mori

Hasil Pertemuan tersebut yang intinya, Selaku Asisten II Pemkot Samarinda akan memberikan keputusan dari Walikota Samarinda antara lain sebagai berikut :

1. Tidak ada ijin lagi untuk Alfamidi, Indomaret, Eramart dan sejenisnya.

2. Yang sudah ada ijinnya agar ditertibkan kembali.

3. Untuk penindakan di lapangan langsung di tangani oleh Satpol PP.
Pada pukul 14.30 Wita pertemuan selesai dan para unras langsung membubarkan diri, selama berlangsung situasi aman dan terkendali.

C. Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 pukul 08.00 Wita bertempat di Lapangan Parkir Gor Sempaja Jln. KH. Wahid Hasyim Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara telah berkumpul massa ± 500 orang dari Forum Persatuan Saudagar (FPS) Samarinda dengan koordinator lapangan Sdr. H. Mulyadi yang rencana akan melaksanakan demo keliling Kota Samarinda dalam rangka menolak adanya Alfamidi, Alfamart, Eramart dan sejenisnya yang tidak berijin kemudian mereka akan menutup secaaraa paksa.
Pada pukul 08.35 Wita massa bergerak melakukan swiping dengan sasaran :

1. Daerah Sempaja Utara di Jln. KH. Wahid Hasyim, Jln. PM. Noor, Jln. Pramuka, Alfamart, Alfamidi, Eramart dan sejenisnya yang ada disegel massa dan merantai serta menuliskan dengan cat warna merah “Disegel”.
2. Daerah Samarinda Utara Jln. Perjuangan, Jln. Ahmad Yani (Perumahan Talangsari), Jln. DI. Panjaitan, Jln. Kebon Agung massa juga merantai Swalayan Indomaret, kemudian di Jln. Gatot Subroto massa merusak spanduk swalayan, Jln. Tekukur, Jln. KH. Hasan Basri, Jln. AM. Sangaji massa menyegel Swalayan Indomaret dan di Jln. Tarmidi, Jln. Abdul Mutolib, Jln. Marsda Abdurrahman Saleh, Jln. Urip Sumuharjo, Jln. Lambung Mangkurat massa menyegel swalayan Indomart, Kemudia di Jln. KH. Ahmad Dahlan massa meyegel swalayan Alfamidi, Jln. Basuki Rahmat, Jln. KH. Agus Salim Jln. Pahlawan, Di daerah Kec. Samarinda Ulu Jln. Juanda VII massa menyegel Swalayan Indomaret, Jln. Siraid Salman.

3. Daerah Samarinda Ulu Jln. KS. Tubun massa menyegel swalayan Indomaret, dan di Jln. P. Antasari, Jln. Cendana massa menyegel swalayan Alfamidi dan Indomaret.
Pada pukul 13.30 Wita massa ± 700 orang dengan mengendarai sepeda motor melanjutkan aksi menuju Kel. Loa Bakung Jln. Jakarta dan Jln. Menuju Mahkota menyegel swalayan Alfamidi dan Indomaret. 
Pada pukul 14.00 Wita massa bergerak menuju Loa Janan Ilir dengan sasaran swalayan Era Bakery dan Cake milik Susanto Ali di Jln. Cipto Mangunkusumo, Jln. Soekarno Hatta Rt. 11 Kel. Tani Aman dan Simpang Tiga Loa Janan ILir dengan menggunakan kendaraan roda dua sebanyak 50 unit dan satu unit mobil pickup.
Pada pukul 15.25 Wita massa bergerak menuju Eramart Jln. Trikora RT. 03 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran sambil berorasi dan mendesak Pemerintah untuk mengusir dan akan membokar serta melakukan penutupan paksa Alfamidi, Indomaret, Eramart dan sejenisnya yang tidak memiliki ijin tetapi masih tetap membangun dan beroprasi.
Pada pukul 16.10 Wita massa bergerak kembali dari Eramart yang ada di Kec. Palaran menuju Kator Walikota Samarinda Untuk mengadakan pertemuan antara FPS (Forum Persatuan Saudagar) dengan Walikota Samarinda.
Pada pukul 17.30 Wita jumlah massa ± 40 orang tiba di kantor Walikota Samarinda langsung melakukan orasi dan rencana apabila tidak ada tanggapan dari Pemkot maka mereka akan bermalam di Kantor Walikota Samarinda. 
Pada pukul 19.30 Wita Unras selesai dan selama kegiatan berlangsung situasi aman dan terkendali.

D. Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 pukul 20.30 Wita di ruko milik H. Sam yang terletak di Jln. Ampera Rt. 13 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran telah berlangsung pertemuan dengan membahas rencana penutupan Mini Market (Eramart). Alasan penutupan Mini Market (Eramart) tersebut persaingan bisnis karena harga barang di mini Market (Eramart) lebih murah di bandingkan dengan harga yang berada di toko-toko sekitarnya. 
Dalam pertemuan di mediatori oleh H. Sam dan undangan ± 25 orang hadir dalam pertemuan : 

1. Bapak H. Isak
2. Bapak Kudori
3. Bapak Bobby
Hasil dari pertemuan tersebut menemukan kesepakatan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 pukul 10.00 Wita Mini Market (Eramart) Jln. Ampera Rt. 13 Rawa Makmur Kec. Palaran di tutup.
Pada pukul 22.15 Wita pertemuan selesai situasi aman dan terkendali.

Definisi Secara Umum
Definisi waralaba secara umum dapat diartikan sebagai pengaturan bisnis yang memiliki perusahaan (pewaralaba atau franchisor) memberi/menjual hak kepada pihak pembeli atau penerima hak (terwaralaba atau Franchisee) untul menjual produk dan atau jasa perusahaan pewaralaba tersebut dengan peraturan dan syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh pewaralaba.
Definisi waralaba lainnya adalah suatu strategi sistem, format bisnis, dan pemasaraan yang bertujuan untuk mengembangkan jaringan usaha untuk mengemas suatu produk atau jasa. Waralaba juga dapat pula diartikan sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen yang lebih luas.
Franchising adalah suatu sistim pemasaran berkisar tentang perjanjian dua belah pihak, dimana terwaralaba menjalankan bisnis sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pewaralaba. Franchising dapat pula berarti sistem pemasaran yang melibatkan dua belah pihak yang terikat perjanjian, sehingga usaha waralaba harus dijadikan sesuai dengan aturan-aturan dari pewaralaba.

KERANGKA TEORITIS 
A. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak dan Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Kebebasan Asas Berkontrak

Dalam hukum kontrak pada umumnya dikenal lima asas penting yaituAsas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme,asas pacta sunt servanda,asas itikad baik dan asas kepribadian. Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak tersebut merupakan asas yang bersifat universal artinya asas yang dianut oleh hukum perjanjian disemua Negara.
Asas kebebasan berkontrak didalam pustaka-pustaka yang berbahasa asing memiliki banyak istilah seperti “freedom of contract”atau “liberty ofcontract”atau “party autonomy”Istilah yang lebih umum dipakai ialah“freedom of contract”.
Asas Kebabasan Berkontrak yang Universal itu sendiri memiliki beragam pengertian dikalangan para sarjana hukum. Namun kemiripan satu sama lain dari berbagai pendapat para sarjana hukum umumnya,asas kebebasan berkontrak dapat diartikan sebagai berikut.
Asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa asas kebebasan berkontrak yang diakui dalam KUH Perdata, dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1),bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang mana perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Berlakunya perjanjian jenis baru yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut, tetap tunduk dalam ketentuan KUH Perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1319 KUH Perdata.
Dalam hal ini tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Artinya selalu ada campur tangan dari negara yang mengatur dengan melarang klausula-klausula dalam kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan masyarakat.
Pada umumnya berdasarkan suatu perjanjian dalam konteks sifat universalnya. Maka seseorang memperoleh kebebasan untuk membuat perjanjian dengan pihak lain dengan memperoleh pula kebebasan dalam konsepnya baik dari segi isi,persyaratan,pelaksanaan maupun bentuknya, yang mana seharusnya hal tersebut tidak boleh terdapat campur tangan dari pihak luar meskipun pihak itu adalah Negara.
Menurut para ekonom baru, kebebasan berkontrak hanya akan menghasilkan manfaat yang maksimum bila terdapat distribusi kesejahteraan itu tidak adil atau tidak memuaskan, maka penukaran yang dihasilkan oleh perjanjian akan mencerminkan ketidakadilan  dan ketidakpuasan. Kualifikasi yang penting dari kemajuan kebebasan berkontrak untuk menghasilkan suatu distribusi yang memuaskan itu hampir sama sekali telah diabaikan oleh para ekonom klasik yang jarang mempersoalkan tentang tidak adanya pemerataan didalam masyarakat.
Adapun akibat Asas Kebebasan Berkontrak,dengan kondisi doktrin seperti itu berakibat pada kegagalan Laissez Faire dan Kebebasan Berkontrak. Menurut Atiyah gagalnya Laissez Faire disebabkan karena gagalnya doktrin tersebut untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan:

1. Externalitis 

Yaitu biaya yang dibebankan kepada pihak-pihak lain yang sebenarnya tidak harus memikul biaya itu atau sebaliknya tidak seharusnya menjadi manfaat bagi pihak lain untuk mana imbalan jasa untuk itu tidak diperoleh. Sebagai contoh “A” membuat perjanjian dengan “B” yang saling menguntungkan kedua pihak,hal itu tetap tidak dapat ditafsirkan bahwa prestasi dari perjanjian itu sesuai dengan kepentingan masyarakat, kecuali bila jelas bahwa prestasi perjanjian itu tidak akan membebankan biaya-biaya apapun kepada pihak ketiga. Meskipun perjanjian tersebut tidak bersangkutan dengan kepentingan orang lain selain pihak itu sendiri, namun kemungkinan implikasi dari perjanjian itu terhadap pihak ketiga selalu ada.
2. Monopoli dan Kegagalan Pasar Lainnya

Penyebab kegagalan ini karena dari model perjanjian klasik terdapat ketidakmampuannya untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari monopoli tersebut dan kegagalan untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut perjanjian-perjanjian yang bersifat mengadakan pembatasan. Sebagaimana pada tahun 1870-an, industri Inggris memasuki fase baru.
Dimana keyakinan terhadap perlunya ada kompetisi mulai menurun sedangkan asosiasi dagang makin tumbuh. Sementara itu pula perjanjian-perjanjian  yang bersifat membatasi menjadi lazim seperti Market Sharing Agreement, Quota Agreement,Price Fixing Agreement,Resale Price MaintenanceConsumer Ignorance. Yaitu ketidaktahuan konsumen sehubungan dengan makin majunya teknologi dan makin beragamnya barang-barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup, maka tidak dapat dikatakan bahwa terdapat keserasian kepentingan antara perikatan pribadi dengan kesejahteraan umum.

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, maka sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (open system), artinya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam Undang-undang. Walupun kontrak yang lahir diluar KUHPerdata tersebut belum diatur secara khusus danNasional dalam bentuk Undang-undang. Namun kontrak tersebut tetap tunduk menurut ketentuan KUH Perdata. Hal ini terlihat dalam pasal 1319 KUH Perdata. Bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini (Bab II)dan bab lalu (Bab I)dari KUH Perdata ini.
Mengenai dasar hukum berlakunya Asas Kebebasan Berkontrak,dalam Undang-undang 1945, KUH Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak ada ketentuan secara tegas menentukan tentang berlakunya Asas Kebebasan Berkontrak, namun tidak berarti bahwa asas ini tidak menguasai Hukum Perjanjian Indonesia.
Dari ketiga asas tersebut yang paling ialah Asas Kebebasan berkontrak yang dalam bahasa asing disebut “Freedom of contract” atau“partij autonomie” yang menurut pendapat Asser Rutten bahwa Asas Kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak didalam Undang-undang tapi seluruh Hukum Perdata kita didasarkan padanya.
Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan maka Asas Kebebasan berkontrak menurut Hukum Perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :
1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Memilih dengan siapa ia ingin membuat perjanjian,

3. Menentukan atau memilih causa atau isi dari perjanjian yang akan dibuatnya,

4. Menentukan obyek perjanjian,
5. Menentukan bentuk perjanjian,
6. Menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-undang yang bersifat opsional.

Menurut pendapat Ari Hutagalung prinsip kebebasan berkontrakatau kewenangan para pihak berarti bahwa para pihak bebas merundingkan isi dari pada perjanjian dan menandatangani perjanjian tanpa diperlukan perubahan dan penyesuaian oleh pihak peradilan.

Dalam perkembangannya ternyata Asas Kebebasan berkontrak dapat  mandatangkan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya yaitu mendatangkan kesejahteraan yang seoptimal mungkin. Kenyataannya tidak selalu para pihak memiliki “bargaining position” yang seimbang sehingga Negera menganggap perlu untuk campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.

Dalam prakteknya Asas kebebasan berkontrak telah menimbulkan masalah, karena adanya posisi yang tidak seimbang dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang mana biasanya pihak yang kuat telah membakukan perjanjian tersebut kepada pihak lawannya. Menurut Purwahid Patrik umumnya masyarakat telah mengenal istilah perjanjian baku yang memiliki 2 sifat,pertama adalah sifat “adhesi”yaitu “take it leave it”, dalam hal ini penyusun kontrak mempunyai kedudukan monopoli, dengan demikian pihak lawan terserah mau mengikuti atau menolak perjanjian tersebut dan kedua adalah sifat “uniform”dari penyusunkontrak adalah nyata bahwa semua perjanjian yang sama, dalam hal ini keuntungan dari penyusun kontrak adalah nyata bahwa semua pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat-syarat yang sama.

Inilah yang menimbulkan masalah bahwa asas kebebasan berkontrak telah disampingi dan akhirnya apakah masih dapat dikatakan adanya persesuaian kehendak dari pihak-pihak yang seimbang dalam perjanjian. Secara yuridis yaitu siapa yang menandatangani suatu perjanjianbaku telah terikat dengan isi dari perjanjian itu,meskipun pihak lain tidak punya pilihan.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak,tiap-tiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah para pihak. Mereka tidak dapat membatalkan atau mengakhirinya tanpa persetujuan kedua belah pihak atau alasan yang dibenarkan Undang-undang. Para pihak tidak hanya terikat pada apayang secara tegas diperjanjikan,melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatuhan,kebiasaan Undang-undang.Namun demikian tentunya Asas Kebebasaan berkontrak sendiri perlu diadakan pembatasan, yang mana dimaksudkan agar tidak tercipta suatu ketidakadilan baik antara para pihak maupun pihak yang lainnya.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1337 KUH Perdata yang dapat sebagai berikut:

1. Asas ini diakui asalkan tidak bertentangan dengan moral adat isitiadat.
2. Usaha-usaha untuk memberantas perjanjian yang tidak memenuhirasa keadilan yaitu perjanjian yang prestasinya dan kontra prestasinya tidak seimbang.
3. Perkembangan Ekonomi dalam suatu bentuk badan usaha tertentu  sehingga badan usaha tersebut mempunyai arti lebih penting daripada individu dibidang perekonomian.

4. Adanya standarisasi dalam perjanjian. Hal ini disebabkan adanya perkembangan ekonomi yang menghendaki segalanya serba cepat,dalam hal ini biasanya salah satu pihak yang berkedudukan ekonomi lebih kuat membuat perjanjian baku atau standar.

Dalam perbandingan Hukum kontrak terdapat dua kelompok hukum utama yaitu Civil Law dan Common Law atau Anglo – American Law. Indonesia sendiri merupakan Negara penganut civil Law yang berasal dari eropa kontiental. Sedangkan Negara kelompok common Law termasuk Inggris,Irlandia, Australia, Selandia baru, Kanada kecuali Quebee dan Amerika Serikat kecuali Lousiana.

Common Law Lahir dan berkembangan dalam keadaan-keadaan khusus sejarah dan budaya Inggris serta Negara-negara lain yang dahulu terikat dengan Inggris.Perlu diketahui pula Asas Kebebasan Berkontrak itu sendiri didapati dan berlaku diam hukum perjanjian Inggris, yang justru merupakan awal  dari sejarah timbulnya Asas Kebebasan berkontrak.
Menurut Common Law Amerika Serikat, Asas Kebebasan Berkontrak adalah kehendak yang bebas untuk membuat atau tidak membuat suatu perikatan yang mengikat mengenai urusan-urusan pribadi seseorang. Termasuk didalamnya hak untuk membuat perjanjian kerja dan untuk menentukan syarat-syarat yang dianggapnya baik segala hasil dari perundingan atau tawar menawar dengan pihak lainnya, termasuk pula hak untuk menerima kontrak yang diusulkan oleh pihak lainnya.
Sedangkan di Negara common law khususnya di Inggris Asas Kebebasan Berkontrak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan public policy. Undang-undang tertentu telah mencantumkan ketentuan-ketentuan yang boleh atau tidak boleh dicantumkan didalam suatu kontrak. sedangkan public policy lebih banyak berhubungan dengan ukuran-ukuran kepatuhan menurut penilaian masyarakat yang dapat berbeda-beda menurut tempat dan waktu. Sebagai contoh di Inggris ada tiga macam kontrak yang walaupun bertentangan dengan public policy dan oleh pengadilan tidak dianggap ilegal tetapi tetap tidak mengikat, yaitu:

Pertama
: 
Kontrak yang mengenyampingkan kekuatan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili.

Kedua
: 
Kontrak yang menyangkut perjanjian kawin,bahwa kontrak yang membatasi hak seseorang untuk menikah 

Ketiga
:
Kontrak yang mencegah seseorang untuk dapat memilih pekerjaan melakukan bisnis atau profesi yang dikehendakinya. 
B. Pengertian Perjanjian Franchise dan Bentuk-bentuknya
Istilah Franchise dalam pasal 1 angka 1 Undang-undangNomor :16 Tahun 1997 tentang  Franchise,adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan itelektual atau penemuan atau cirikhas usaha yang pihal lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Sedangkan Franchise sendiri berasal dari bahasa Prancis pada abad pertengahan yaitu Franc (bebas) atau Affranchair atau Erancher(membebaskan),sehingga secara etimologis diartikan sebagai hak istimewa.
Istilah ini timbul pada tahun 1200-an dimana pengusaha kerajaan dan pengusaha gereja pada saat itu mengijinkan dan memberikan hak yang disebut Chartes de Franchise yaitu hak yang diberikan pada para pedagang dan ahli tukang untuk menyelenggarakan pasar dan pameran, mengoperasikan kapal dan berburu ditanah atau didaerah kekuasaan mereka dengan timbal balik jasa atau uang. Raja yang berkuasa pada saat itu memberikan hak monopoli untuk bidang-bidang tertentu pada orang tertentu.

Franchise/franchise lahir di Amerika Serikat sekitar Tahun 1850 ketika perusahaan mesin jahit I.M. Singer & Co mulai memperkenalkan konsep franchising sebagai suatu cara untuk mengembangkan distribusi produknya.
Franchise/Franchise kemudian dengan cepat menjadi model yang dominan dalam mendistribusikan barang dan jasa di Amerika Serikat. Franchising kemudian berkembang dengan pesat karena metode pemasaran ini dipergunakan oleh berbagai jenis usaha seperti restoran, salon rambut, hotel dealer mobil, stasiun pom bensin dan sebagiannya.
Perkembangan tersebut terjadi pada dekade 1950-an dan 1960-an di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan yang menjadi Franchisor tersebut antara lain Holoday Inns,Roto – Rooter,Dunkin Donuts,Mc Donalds,Burger king,Kuntucky Fried chickendan lain-lain.

Selanjutnya dalam perkembangan di Indonesia metode Usaha Franchise  telah banyak dipakai dalam berbagai usaha bisnis.Dengan memakai istilah Franchise yang memiliki pengertian secara harfiah yaitu hak untuk menjalankan usaha atau bisnis. Dengan memakai istilah Franchise yang memiliki pengertian secara harfiah yaitu hak untuk menjalankan usaha atau bisnis didaerah yang telah ditentukan.
Sedangkan secara historis memiliki pengertian penjualan khusus suatu  produk disuatu daerah tertentu dimana produsen memberikan latihan kepada perwakilan penjualan dan menyediakan produk informasi dan iklan, sementara ia mengontrol perwakilan yang menjual produk didaerah yang telah ditentukan.

Telah menjadikan bisnis usaha dengan sistem franchise  salah satu alternatif yang menguntungkan dengan memakai paket dari HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual Franchisor).

Adapun  franchise tersebut merupakan jenis perjanjian baru yang tidak diatur dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, namun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1997 Tentang Franchise dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 259/MPP/KEP/1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pendaftaran Usaha Franchise.
C. Masa Berlakunaya Perjanjian Franchise

Pembelian suatu usaha franchise tidak memberi hak kepada seorang Franchise/Franchise untuk menggunakan sistem franchise  secara terus – menerus. Untuk itu terdapat masa berlakunya suatu perjanjian Franchise dalam hal menggunakan sistem yang difranchise, jangka waktu perjanjian Franchise yang sementara ini diperjanjikan di Indonesia adalah 5 sampai 10 tahun dengan kemungkinan terdapat perpanjangan perjanjian. Namun dalam kenyataanya seorang pemilik Franchise dapat saja membatalkan perjanjian Franchise tersebut lebih awal, jika seorang Franchise tersebut lebih awal, jika seorang Franchisee tidak dapat memenuhi kewajibannya.
P E N U T U P
Berdasarkan uraian-uraian yang telah disajikan pada 2 (dua) bab sebelumnya. Maka dapat diberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Pada dasarnya Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat dalam pasal  1338 KUH Perdata telah memberikan impilikasi yang luas pada perjanjian franchise  di Samarinda. Adapun implikasi yang terjadi dapat menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat maupun tindakan monopoli seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1999, mengingat perjanjian franchise Alfamidi di Samarindabelum memiliki suatu peraturan yang mengatur secara rinci dari segala aspek. Sedangkan perjanjian Franchise tersebut yang memakai Asas Kebebasan Berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata telah memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian tanpa adanya pembatasan yang tegas dari peraturan yang ada. Sebagaimana kebanyakan dari para pihak Franchise baik franchisor maupun Franchise yang menginginkan agar perjanjian Franchise/Franchise yang ada di Samarinda tidak terlalu diatur secara spesifik oleh Pemerintah, sehingga usaha Franchise tersebut dapat berkembang dengan baik dalam suatu ekonomi.
2. Kebebasan berkontrak dalam perjanjian Franchise bentuk Alfamidi tersebut pada prinsipnya tidak secara mutlak terlaksana, mengingat terdapatnya peranan Pemerintah dalam hal tata cara Franchise di Samarinda. Seperti Tata cara pendaftaran Franchise dan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Franchise pada Departemen Perdagangan Dalam Negeri. Penggunaan barang hasil produksi dalam Negeri.Sebagai pemasok ataupun pihak Franchise sehingga dapatkan meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah di Samarinda.

B. Saran-saran  

1. Perlu dibuatnya suatu peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Franchise berikut aspek-aspek hukum yang terkandung didalamnya, termasuk juga dalam hal disclure document yang lebih rinci. Dimaksudkan agar hal tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah dari sisi perjanjian Franchise/Franchise.
2. Perlu koordinasi yang solid menyangkut kerjasama antara pihak Pemerintah dengan asosiasi Franchise/Franchise yang ada, agar peranan Pemerintah dalam hal pengembangan Franchise/Franchise dapat terlaksana lebih maksimal. Hal itu dapat berupa diadakan pengawasan yang lebih ketat dan tegas dari Pemerintah mengenai pendaftaran Franchise/Franchise, yang hal ini dimaksudkan untuk pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah.  
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